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TAHUN ANGGARAN 2022
BUPATI KARANGANYAR,
	Menimbang 
	:
	a. bahwa dalam rangka membantu kelengkapan dan ketertiban administrasi pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Partai Politik hasil Pemilu periode Tahun 2019-2024, Pemerintah Kabupaten Karanganyar memberikan bantuan dana berupa Bantuan Keuangan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, maka perlu ditetapkan penerimaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022;

	Mengingat 
	:
	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);	Comment by sovi alma: drop
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;	Comment by sovi alma: drop
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/70 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran  Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 8);

8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 91).	Comment by sovi alma: drop	Comment by sovi alma: ditambahkan perbup hibah beserta perubahannya
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	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Menetapkan Penerimaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

	KEDUA
	:
	Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, berkewajiban untuk menyerahkan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran berjalan.

	KETIGA
	:
	Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

	KEEMPAT
	:
	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

	
	
	



	
	
	Ditetapkan di Karanganyar	Comment by sovi alma: dirapikan
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Tembusan:
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Inspektur;
3. Kepala Badan Keuangan  Daerah;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Kabag. Hukum Sekretariat Daerah;
6. Partai Politik yang bersangkutan.
	
	BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO

	Telah Dikoordinasikan

	PEJABAT
	PARAF

	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra
	

	2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	






LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR   200 /         / TAHUN  2022
TENTANG
PENETAPAN PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENETAPAN PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2022

	NO.
	NAMA PARTAI POLITIK
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
	NILAI PER SUARA SAH (Rp)
	JUMLAH (Rp)
	PEMBULATAN (Rp)
	JUMLAH YANG DISALURKAN (Rp)

	1
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
	152.723
	2.287
	349.277.501
	499
	349.278.000

	2
	Partai Golongan Karya
	145.152
	2.287
	331.962.624
	376
	331.963.000

	3
	Partai Keadilan Sejahtera
	64.135
	2.287
	146.676.745
	255
	146.677.000

	4
	Partai Kebangkitan Bangsa
	50.315
	2.287
	115.070.405
	595
	115.071.000

	5
	Partai Gerakan Indonesia Raya
	39.581
	2.287
	90.521.747
	253
	90.522.000

	6
	Partai Amanat Nasional
	35.879
	2.287
	82.055.273
	727
	82.056.000

	7
	Partai Demokrat
	26.836
	2.287
	61.373.932
	68
	61.374.000

	
	Jumlah
	514.621
	
	1.176.9380.227
	2.773
	1.176.941,000



                    BUPATI KARANGANYAR,




                  JULIYATMONO

	
	
	Telah Dikoordinasikan

	Pejabat
	Paraf

	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra
	

	2. Kepala Badan Kesbangpol
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